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BAB  III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian

Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berjalan

dengan efektif karena masih banyak terjadi penambangan liar meskipun

telah dilakukan langkah-langkah penertiban oleh Balai Taman Nasional

Gunung Merapi bekerjasama dengan stakeholder.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan

pertambangan bahan galian Golongan C di kawasan TNGM Kabupaten

Magelang

a. Sikap para penambang yang tidak bekerjasama, para petugas selalu

dihadapi dengan sikap keras kepala oleh para penambang di mana para

penambang mengemukakan berbagai alasan untuk tetap melakukan

aktifitas penambangan dan tidak jarang hingga terjadi adu argumentasi

antara petugas dengan para penambang.

b. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan

bahan mineral bukan logam dan batuan secara teknis sehingga tidak ada

peraturan yang mengikat atau melarang mereka.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
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Sumber daya Manusia juga menjadi salah satu faktor kurang

maksimalnya pengawasan penambangan di lapangan

d. Kurangnya Pembinaan dan Sosialisasi

Pembinaan dan sosialisasi kurang dilakukan sehingga masyarakat kurang

mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan penambangan. Sosialisasi

dan pembinaan yang telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan

dengan pengusaha pada awal tahun 2010 bersama Bupati dan Pengusaha

pertambangan juga Dinas Pertambangan dan Energi dengan pengusaha

telah beberapa kali mengadakan rapat bersama di ruang rapat Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang, namun hal tersebut

dirasa masih kurang maksimal.

B.  Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Magelang dan Balai Taman Nasional Gunung

Merapi lebih memaksimalkan sosialisasi tentang larangan untuk kegiatan

pertambangan liar serta Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya

para pelaku penambangan pasir tentang pentingnya menjaga kelestarian

ekosisitem alam melalui penyuluhan-penyuluhan yang rutin diadakan oleh

stake holder.

2. Pemerintah daerah kabupaten Magelang segera mengeluarkan Perda khusus

teknis pertambangan agar  ada peraturan yang mengikat
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3. Balai Taman Nasional Gunung Merapi Perlu menambah sumber daya

manusia sehingga pengawasan penambangan di lapangan dapat lebih

maksimal
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